
BRIGADIR DJENDERAL ISMAN
NRP: l363l

teraehir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Repu­
b1ik Indonesia pada Pemerint~h Keradjaan Thai1and berkedudukaridi Bangkok;

dengan tjatatan, bahwa :

a. pengangka'tan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) t.ahun, terhitung
mulai tanggal penganglmtan sebagai tersebut diatas;

b. mas..djabatan tersebut dapat diperpandjang atau diperpendek, berdasarkan"
.pertimbangan Pemer-Lrrtah dan setiap per-obahan dalam Q.jangkawaktu djaba­
tan tersebut diatas ditetapkan dezigan surat keputusan baru;

c. selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnja berlaku sega­
la peraturan Pegawai Negeri i.e. Departemen Luar Negeri;

d. pengangkatan ~n~ tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi
Pegawai Departemen Luar Negerij .

e. segala sesuatu berhubung dengan pengangkatan ~ni diatur dan ditetapkan
lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

f. segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila kemudian ternjata terda­
pat kesalaban dalam surat keputusan in~.

SALINAN aur-at,keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada s
1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,

Menetapkan :
Terhitung mulai tangga1 meninggalkan posnja jang lama mengangkat

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada
Pemer.intahRepublik Persatuan Arab berkedudukan di Cairo;

M EMU T U S K AN:

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

Mengi:t:lgat. 1. Undang-undang No. 2l t.ahun '1952 (Lembaran Negara No. 78 ta-.
hun 1952);

2. KeEutusan Presiden tanggcal1 Desember 1960 No.754!M tahun
19 OJ

3· Keputusan Presiden tanggal 6 Pebruari 1964 No.32 tahun 1964;

Menimb:mg : a. bahwa berhubung dipindahkannja MOHAMMAD SANUSI HARDJADINATAJ
Duta Besar Luar Bias_ dan Berkuasa.Penuh Repub1ik Indonesia
pada Pemerintah Repub1ik Persatuan Arab berkedudukan di Cairo
ke Djakarta perlu mengangkat seorang penggantinja;

b. bahwa Brig. Djen. ISMAN, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh Repub1ik Indonesia pada Pemerintah Keradja~-Thai1and
berkedudukan di Bangkok, m~enuhi sjarat-sjarat untuk pe­
ngangkatan tersebut;

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 64 TAHUN 1964. /'

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

., ....
,.'



SUKARNO.

....-...........

Ditetapkan di Djakarta
~pada tangga1 30 ~mret 1964.
flj PRESIDEN REPUI?LIK INDONESIA,

30 Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.
5. Direktorat Perdja1anan,
6. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawaa di Dj~arta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Ur-uaan

Pagawad,di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,

10. Kedutaan Besar Repub1ik Indonesia di Bangkok,
11. Kedutaan Besar Repub1ik Indonesia di Cairo.

surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk
diketahui dan dipergunakan sebaga~ana mestinja.-
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